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ABSTRAK 

MUHAMMAD AGUNG PUTRA AFUZA: Penegakan Hukum Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Jual Beli Konten Pornografi di Media Sosial 

Dihubungkan Dengan Pasal 4 Ayat (1) Jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 

Tahun 2008 Tentang Pornografi di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Jawa 

Barat 

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus jual beli konten pornografi 

di media sosial karena kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat yang tidak bisa 

menempatkan dirinya dengan baik dan melaksanakan hak dan kewajibannya 

dengan sepenuhnya sehingga kegiatan jual beli yang dilakukan melanggar 

ketentuan hukum yang berlaku.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum 

terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda 

Jabar, untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak 

pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda Jabar, dan bagaimana 

upaya yang bisa dilakukan dalam menyikapi kendala penegakan hukum terhadap 

pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi di wilayah hukum Polda Jabar.  

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum yag dikemukakan oleh 

Lawrence Friedman dan teori kepastian hukum. Kedua teori ini saling berhubungan 

satu sama lain dimana, dalam melaksanakan penegakan hukum perlu dipastikan 

adanya aturan hukum yang sah dan menjamin tidak adanya tindak sewenang-

wenang yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. 

Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis dan faktual 

mengenai suatu fenomena atau objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah bahan hukum utama, seperti teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, 

dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.  

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Polda Jabar melakukan penegakan 

hukum terhadap pelaku tindak pidana jual beli konten pornografi dengan dua upaya 

yaitu upaya preventif dan upaya represif. Kendala yang dihadapi diantaranya, 

anonimitas online, menggunakan teknologi enkripsi, perbedaan yurisdiksi, 

kekurangan sumber daya, keterampilan teknis, perlintasan batas negara, tantangan 

hukum internasional, isu privasi, pemulihan buki, perlindungan identitas korban, 

dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan kepolisian 

dalam menyikapi kendala tersebut diantaranya, peningkatan keahlian teknis, 

kerjasama internasional, kerjasama dengan platform online, perbaikan teknologi, 

koordinasi antar lembaga, kolaborasi dengan swasta, dan kampanye kesadaran dan 

pendidikan hukum bagi masyarakat.  
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